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WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR (> TAHUN 2012
TENTANG
PENUNDAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL UNTUK
KARTU TANDA PENDUDUK TERLAMBAT LEBIH DARI 14 (EMPAT
BELAS) HARI, RUSAK, HILANG DAN PENGGANTIAN KARENA
PERUBAHAN DATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang: a. bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 telah

ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor
17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang di
antaranya mengatur tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri tanggal 20 Desember 2011 Nomor
471.13/5079/SJ perihal Perpanjangan Waktu
Pelayanan e-KTP Secara Massal Untuk 197
Kabupaten/Kota, per tanggal 1 Januari 2012, e-KTP
secara efektif belum dapat dilaksanakan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penundaan
Pemungutan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk
Kartu Tanda Penduduk Terlambat Lebih Dari 14
(empat belas) Hari, Rusak, Hilang dan Penggantian
Karena Perubahan Data;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3437);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun
2008 tentang  Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);

J
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUNDAAN
PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL UNTUK KARTU TANDA PENDUDUK
TERLAMBAT LEBIH DARI 14 (EMPAT BELAS) HARI,
RUSAK, HILANG DAN PENGGANTIAN KARENA

PERUBAHAN DATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4 Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana vang berlaku di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

5. KTP Elektronik yang selanjutnya disebut e-KTP adalah KTP yang
berbasis NIK secara Nasional yaitu KTP yvang memiliki spesifikasi
dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus vang
berlaku sebagai Identitas Resmi yang diterbitkan oleh
Dispendukcapil Kabupaten/Kota.

6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara
Indonesia.

7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Pasal 2

(1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomeor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mulai berlaku

pada tanggal 30 Desember 2011.

(2) Tarif Retribusi KTP terlambat lebih dari 14 (empat belas) hari ,
rusak, hilang dan penggantian KTP karena perubahan data
termasuk dalam struktur tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
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(3) Besarnya tarif Retribusi KTP terlambat lebih dari 14 (empat belas)
hari kerja, rusak, hilang dan penggantian KTP karena perubahan
data untuk WNI ditetapkan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu
rupiah) dan Orang asing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu

rupiah).
Pasal 3

(1) Dengan telah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal
20 Desember 2012 Nomor 471.13/5079/SJ perihal Perpanjangan
Waktu Pelayanan e-KTP Secara Massal Untuk 197 Kabupaten/Kota,
maka pelayanan e-KTP secara massal bagi 197 kabupaten/kota
diperpanjang waktunya paling lambat sampai dengan tanggal 30
April 2012.

(2) Berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tarif Retribusi KTP terlambat lebih dari 14 (empat belas) hari kerja,
rusak, hilang dan penggantian KTP karena perubahan data,
ditunda pemungutannya sampai dengan e-KTP efektif berlaku.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

Diundangkan di  Magelang

UGIHARTO
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 6
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